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ABSTRAK:

CATATAN:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan
Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat desa perlu
diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Bahwa
perubahan Badan Perwakilan Desa  menjadi Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu
segera untuk ditindakjut. Sehingga perlu segera menetapkan Badan
Permusyawaratan Desa yang diatur dalam statu Peraturan Daerah.
UU No.27 Tahun 1959; UU No0.10 Tahun 2004; UU No0.32 Tahun
2004; UU No0.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.20
Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP
No.72 Tahubn 2005; PP No.79 Tahun 2005; Perda Kab.Kutai
Kartanegara No.2 Tahun 2005.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan
Desa dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, fungsi,
wewenang, hak dan kewajiban badan permusyawaratan desa,
mekanisme pembentukan badan permusyawaratan desa, larangan,
tindakan penyidikan serta penggantian antar waktu anggota badan
permusyawaratan desa, pemberhentian keanggotaan badan
permusyawaratan desa, tata cara menggali, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, rapat dan pengaturan tata tertib
badan permusyawaratan desa, hubungan kerja dengan pemerintah
desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan
lain-lain, ketentuan penutup.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20
Oktober 2006.

Yang di cabut : Perda Kab.Kutai Kartanegara No.1 Tahun 2000
tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Penjelasan 15 him.



